PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu
dilakukan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Pontianak ;

. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dan meningkatkan penyelenggaraan tugas
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu
dibentuk organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b

diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

. Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai
Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820 ) ;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kearsipan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2964 ) ;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ) ;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
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5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656) ;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286 ) ;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaha-
raan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355) ;

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;

10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438) ;

11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) ;

12.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan
Pertanian, Peternakan, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660 ) ;

13.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggu-
langan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4723) ;

14.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4727 ) ;

15.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman
Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4427 ),

16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penge-
lolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578) ;
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17.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588 );

18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );

19.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelo-
laan Barang Milik Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609 ) ;

20.Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional .

21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741 ).

23.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4826 ) ;

24.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan
Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, Badan Narkotika
Kabupaten / Kota ( Lembaga Non Struktural ).

25.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota
Pontianak ( Lembaran DaerahTahun 2008 Nomor 7 Seri E
Nomor 7)) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
Dan
WALIKOTA PONTIANAK
MEMUTUSKAN
Menetapkan . PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA
PONTIANAK.
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

3.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
Daerah adalah Kota Pontianak;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD
Kota Pontianak yaitu lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah;

Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan ;

Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat
Daerah pada Pemerintahan Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

10. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan ;

11.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota ;

12.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;

13.Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan

Pemerintahan Umum dan pelaksanaan Undang-Undang.
BAB 1l
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah :
a. Sekretariat Daerah ;

b.
C.
d.

Sekretariat DPRD ;
Inspektorat;
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;



e. Dinas Daerah yang terdiri dari ;

Dinas Pendidikan ;

Dinas Kesehatan ;

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Pemuda dan Olah Raga ;

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
Dinas Pekerjaan Umum ;

Dinas Tata Ruang dan Perumahan

10 Dinas Kebersihan dan Pertamanan ;

11.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
12.Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;
13.Dinas Pendapatan Daerah ;
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f. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari ;

Badan Kepegawaian Daerah ;

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;
Badan Lingkungan Hidup;

Kantor Pemberdayaan Masyarakat ;

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ;

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ;
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g. Lembaga Lain yang terdiri dari ;
1. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ;
2. Pelaksana Harian Narkotika dan Penanggulangan HIV — AIDS

h. Satuan Polisi Pamong Praja ;
i. Kecamatan;
].  Kelurahan.

(2) Struktur organisasi Perangkat Daerah Kota tercantum dalam lampiran 1 (satu) dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Ruang lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing —masing
perangkat daerah tercantum dalam lampiran 2 (dua) dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Bagian Pertama
SEKRETARIAT DAERAH
Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf ;

(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 4
Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam

menyusun kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan
Lembaga Lain.



